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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan administrasi pemerintahan tingkat daerah 

merupakan komponen integral dari mekanisme desentralisasi 

yang melimpahiprokan kewenangan kepada entitas lokal 

untuk mengelola dan mengurus urusan internal mereka. 

Sebagaimana diartikan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, desentralisasi 

diterapkan demi mengakselerasi pencapaian kesejahteraan 

publik melalui substitusi layanan, pemberdayaan, dan 

partisipasi masyarakat yang proaktif dalam pembangunan 

lokal.
1
 Dalam konteks ini, otoritas pemerintahan daerah 

mengemban tugas signifikan dalam memelihara ketertiban, 

ketentraman, serta etika publik, salah satunya melalui 

penetapan peraturan yang mendikte perilaku warga dan 

entitas bisnis dalam yurisdiksinya. 

                                                     
1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244. 

1 



2 

 

 

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan penduduk di 

Kota Bengkulu dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan 

akan tempat tinggal sementara semakin meningkat, terutama 

bagi mahasiswa, pekerja, dan pendatang dari luar daerah. 

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya usaha 

pemondokan atau kos-kosan di berbagai wilayah Kota 

Bengkulu, salah satunya di Kelurahan Sawah Lebar, 

Kecamatan Ratu Agung. Wilayah ini dinilai strategis karena 

berada dekat dengan pusat pendidikan, perkantoran, fasiiliitas 

umum, serta akses menuju pusat ko ita sehiingga banyak 

diimiinatii sebagaii loikasii tempat tiinggal sementara.
2
 

Sebagaii kerangka regulasii wiilayah, Peraturan Daerah 

Koita Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 mengenaii Pelaksanaan 

Usaha Pengiinapan diikeluarkan untuk menyediiakan dasar 

hukum bagii para pelaku biisniis pengiinapan agar dapat 

beroiperasii dengan tertiib, aman dan sejalan dengan no irma-

noirma kemasyarakatan.
3
 

                                                     
2 Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kecamatan Ratu Agung 

Dalam Angka 2024 (Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2024), h. 12. 
3 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Bengkulu, 2014. 
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Salah satu aspek pentiing dalam tata keloila daerah iialah 

penyelenggaraan usaha pemoindoikan atau rumah kois, yang 

memiiliikii fungsii soisiial dan ekoinoimii sekaliigus berpoitensii 

meniimbulkan masalah soisiial jiika tiidak diiatur dengan baiik. 

Koita Bengkulu, sebagaii iibukoita proiviinsii, mengalamii 

perkembangan pesat dengan meniingkatnya jumlah 

mahasiiswa, pekerja dan pendatang yang memerlukan tempat 

tiinggal sementara. Koindiisii iinii mendoiroing tumbuhnya usaha 

pemoindoikan atau kois-koisan secara masiif dii berbagaii 

kecamatan, termasuk dii Kelurahan Sawah Lebar.
4
 

Usaha pemoindoikan adalah kegiiatan usaha yang 

menyediiakan tempat tiinggal sementara bagii masyarakat 

dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. 

Dalam liiteratur hukum admiiniistrasii daerah, pemoindoikan 

termasuk kategoirii usaha penyediiaan huniian sementara yang 

berbeda darii hoitel, apartemen, dan rumah sewa jangka 

panjang. 

Peraturan Daerah Noimoir 4 Tahun 2014 menjelaskan 

                                                     
4 Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Kota Bengkulu dalam Angka 

2023. Bengkulu: BPS, 2023. h. 115. 
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pengertiian pemoindoikan terdapat Pada pasal 1 yang berbunyii 

“Rumah atau kamar yang diisediiakan untuk tempat tiinggal 

dalam jangka waktu tertentu bagii oirang priibadii.”
5
 Sedangkan 

usaha pemoindoikan memiiliikii artii yang berbunyii “Usaha 

Pemoindoikan adalah suatu kegiiatan usaha yang diilakukan 

oileh oirang atau Badan dengan memberiikan hak pemanfaatan 

kepada oirang laiin atas rumah atau kamar untuk diitempatii 

sebagaii tempat tiinggal sementara dengan diipungut atau tiidak 

diipungut biiaya.”
6
 

Data Diinas Penanaman Moidal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Piintu (DPMPTSP) Koita Bengkulu menunjukkan 

peniingkatan jumlah iiziin usaha pemoindoikan selama liima 

tahun terakhiir, meskiipun masiih banyak usaha yang 

beroiperasii tanpa iiziin resmii.
7
 Fenoimena iinii meniimbulkan 

tantangan bagii pemeriintah koita dalam menegakkan Perda 

                                                     
5 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4, Pasal 1. 
6 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 4, Pasal 1. 
7 Dinas PMPTSP Kota Bengkulu, Laporan Tahunan Izin Usaha 

Pemondokan 2019–2023, Bengkulu, 2024. 
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yang mengatur penyelenggaraan usaha pemo indoikan. 

Dii baliik pesatnya pertumbuhan tersebut, muncul 

fenoimena soisiial yang meresahkan masyarakat, yakni i 

maraknya kois-koisan campur tempat tiinggal yang tiidak 

menerapkan pembatasan antara lakii-lakii dan perempuan, 

serta seriing kalii tiidak mematuhii noirma kesusiilaan dan 

ketertiiban umum.
8
 Fenoimena iinii tiidak hanya berdampak 

pada degradasii moiral masyarakat, tetapii juga meniimbulkan 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Ko ita Bengkulu 

Noimoir 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemoin-doikan, yang secara tegas mengatur syarat, tata cara 

dan kewajiiban pemiiliik dalam menjaga ketertiiban, keamanan 

serta moiraliitas penghunii.
9
 

Secara noirmatiif, Peraturan Daerah Koita Bengkulu 

Noimoir 4 Tahun 2014 berfungsii sebagaii iinstrumen hukum 

daerah untuk mengatur penyelenggaraan usaha pemo indoikan 

                                                     
8 “Fenomena Kos Bebas di Kota Bengkulu Masih Marak,” Rakyat 

Bengkulu Online, 12 Agustus 2023, diakses 5 November 2025, 

https://rakyatbengkulu.disway.id/read/682826/fe nomena-kos-bebas-di-kota-

bengkulu-masih-marak. 
9 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4, Pasal 4. 
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agar berjalan sesuaii dengan priinsiip-priinsiip ketertiiban soisiial, 

etiika, dan moiraliitas masyarakat loikal. Dalam Pasal 4 

diisebutkan bahwa setiiap pemiiliik rumah kois wajiib menjaga 

tata tertiib, ketenangan, keamanan serta mencegah terjadiinya 

perbuatan yang melanggar noirma agama dan kesusiilaan. 

Ketentuan iinii sejalan dengan semangat hukum nasiioinal yang 

menempatkan niilaii-niilaii moiral dan keagamaan sebagai i 

landasan kehiidupan soisiial bernegara.
10

 

Dalam kointeks Fiiqh Siiyasah Tanfiidziiyah, ketentuan iinii 

dapat diikaiitkan dengan priinsiip maslahah ‘ammah 

(kemaslahatan umum), yaiitu priinsiip dasar dalam hukum 

Iislam yang menghendakii agar setiiap kebiijakan penguasa (uliil 

amrii) beroiriientasii pada kemanfaatan bagii masyarakat dan 

mencegah kemudaratan.⁶  Allah Swt. berfiirman dalam Surah 

An-Niisa‟ ayat 59: 

َ وَاطَِ 
ٰ

ا اطَِيْعُوا اّللّ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٰٓ ايَُّ سُوْلَ وَاوُلىِ الْْمَْرِ مِنْكُمْْۚ فَاِنْ ﴿ يٰٰٓ يْعُوا الرَّ

ِ وَالْيَوْمِ تَنَازَ 
ٰ

سُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِالّلّ ِ وَالرَّ
ٰ

وْهُ اِلىَ اّللّ عْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّ

خِرِِۗ  احَْسَنُ تَأوِْيْلًا الْْٰ  ﴾  ٩٥ ࣖذٰلكَِ خَيْرٌ وَّ

                                                     
10 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4. Pasal 4. 
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Artiinya : ”Wahaii oirang-oirang yang beriiman, taatiilah Allah 

dan taatiilah Rasul (Nabii Muhammad) serta ululamri i 

(pemegang kekuasaan) dii antara kamu. Jiika kamu 

berbeda pendapat tentang sesuatu, kembaliikanlah 

kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunahnya) ji ika 

kamu beriiman kepada Allah dan harii Akhiir. Yang 

demiikiian iitu lebiih baiik (bagiimu) dan lebiih bagus 

akiibatnya (dii duniia dan dii akhiirat)” (Q.S. An-Niisa‟ 

ayat 59)
11

 

Menurut Wahbah az-Zuhaiilii, siiyasah tanfiidziiyah 

menekankan bahwa pemeriintah diijalankan untuk mengatur 

kehiidupan masyarakat agar tiidak terjerumus pada 

kemaksiiatan.
12

 Dengan demiikiian, penerapan Perda Noimoir 4 

Tahun 2014 memiiliikii legiitiimasii noirmatiif dan moiral dalam 

perspektiif siiyasah tanfiidziiyah, karena bertujuan menjaga 

stabiiliitas soisiial dan moiraliitas warga koita Bengkulu. 

Berdasarkan oibservasii awal peneliitii dii Kecamatan 

                                                     
11 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an. 2019. Surah 

An-Nisa‟ ayat 59. 
12 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. (Damaskus: 

Dār al-Fikr, 2018). Juz VIII, h. 336. 
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Ratu Agung, banyak sekalii usaha koisan yang beroiperasii 

tanpa mengantoingii iiziin resmii. Selaiin iitu, fenoimena "koisan 

bebas" atau koisan yang tiidak membatasii iinteraksii antara 

penghunii lakii-lakii dan perempuan noin-muhriim dalam satu 

liingkungan yang sama, atau bahkan dalam satu atap tanpa 

sekat yang jelas, semakiin marak. Praktiik semacam iinii jelas 

bertentangan dengan niilaii-niilaii syariiat Iislam yang 

menjunjung tiinggii ‘iiffah (menjaga kehoirmatan) dan 

mencegah terjadiinya iikhtiilath (percampuran bebas lakii-lakii 

dan perempuan) serta khalwat (berduaan antara lakii-lakii dan 

perempuan yang bukan mahram), yang merupakan pi intu 

menuju perbuatan ziina. 

Fakta dii lapangan menunjukkan bahwa iimplementasi i 

Perda tersebut belum berjalan oiptiimal. Berdasarkan hasiil 

oibservasii awal dii Kelurahan Sawah Lebar, diitemukan 

sejumlah rumah kois yang diiduga tiidak memiiliikii pembatasan 

gender antara penghunii lakii-lakii dan perempuan serta 

diigunakan untuk aktiiviitas yang bertentangan dengan noirma 
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agama dan kesusiilaan.
13

 Koindiisii iinii memperliihatkan 

kurangnya kesadaran hukum darii masyarakat serta pemiiliik 

usaha pemoindoikan. 

Fenoimena iinii juga menunjukkan adanya kesenjangan 

antara noirma hukum (das soillen) dengan realiitas soisiial (das 

seiin). Dalam hal iinii, hukum poisiitiif daerah yang telah diisusun 

secara noirmatiif belum sepenuhnya diiiimplementasiikan oileh 

piihak-piihak terkaiit, khususnya Diinas Periiziinan dan Satpoil 

PP yang memiiliikii kewenangan pengawasan. Akiibatnya, 

muncul kesan bahwa Perda hanya sebatas regulasi i 

admiiniistratiif, belum menjadii  pedoiman moiral dalam 

pengeloilaan usaha pemoindoikan. Berdasarkan koindiisii 

tersebut, dapat diiiidentiifiikasii beberapa masalah utama, yaiitu: 

1. Lemahnya pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

Peraturan Daerah Noimoir 4 Tahun 2014 dii lapangan; 

                                                     
13 Hasil observasi awal peneliti di wilayah Kelurahan Sawah Lebar 

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada November 20215 menunjukkan 

masih adanya usaha pemondokan yang tidak menerapkan pembatasan 

penghuni berdasarkan jenis kelamin serta lemahnya pengawasan terhadap 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pemondokan. 
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2. Masiih banyaknya kois-koisan dii Kelurahan Sawah Lebar 

yang melanggar noirma agama dan kesusiilaan; dan 

3. Kurangnya kesadaran hukum dan tanggung jawab so isiial 

darii para pemiiliik atau penenggungjawab kois. 

Mengiingat berbagaii iisu yang teriidentiifiikasii, riiset iinii 

akan terfoikus pada penerapan Peraturan Daerah Koita 

Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 dii Kelurahan Sawah Lebar, 

secara spesiifiik menelaah tren keberadaan rumah kois yang 

tiidak terkointroil yang bertentangan dengan priinsiip-priinsiip 

keagamaan dan kemasyarakatan. Pemiiliihan foikus iinii 

diidasarkan pada fakta bahwa Kelurahan Sawah Lebar 

memiiliikii kepadatan rumah kois utamanya dii area-area yang 

berdekatan dengan iinstiitusii pendiidiikan tiinggii dan pusat 

aktiiviitas ekoinoimii. Keberadaan kois-kois yang tiidak sesuaii 

aturan dii area iinii menjadii cermiinan koinkret darii iinsufiisiiensii 

penegakan kebiijakan daerah yang bertujuan untuk 

memeliihara ketertiiban dan etiika publiik.
14

  

                                                     
14 Wawancara Pra-penelitian dengan warga RT.008, RW.002, 

Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, 10 

November 2025. 
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Dalam Peraturan Daerah Noimoir 4 Tahun 2014 tentang 

Penyeleng-garaan Usaha Pemoindoikan yang berbunyii pada 

pasal uang berbunyii 

“Setiiap Penanggungjawab diilarang menyelenggarakan 

Pemoindoikan yang diitempatii oileh Penghunii yang berbeda 

jeniis kelamiin pada satu kamar/ bangunan/loikasii.
15

 

Bunyii Pasal 13 ayat (1) iinii mengandung makna bahwa 

pemiiliik atau pengeloila rumah kois memiiliikii tanggung jawab 

moiral dan admiiniistratiif untuk menjaga ketertiiban, keamanan, 

serta periilaku soisiial para penghunii kois sesuaii dengan noirma 

agama dan kesusiilaan yang berlaku dii masyarakat. Dengan 

demiikiian, Peraturan Daerah iinii tiidak hanya beroiriientasii pada 

aspek periiziinan dan admiiniistrasii usaha, melaiinkan juga 

menekankan fungsii soisiial pemiiliik kois sebagaii bagiian darii 

mekaniisme kointroil soisiial dii liingkungan tempat tiinggal 

sementara. 

                                                     
15 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4. Pasal 13. 
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Secara noirmatiif, pasal tersebut mengandung dua 

makna pentiing. Pertama, adanya hak pemiiliik kois untuk 

memberiikan biimbiingan moiral dan arahan kepada penghunii. 

Kedua, tersiirat pula adanya kewajiiban etiis bagii penanggung 

jawab untuk menjaga liingkungan tempat tiinggal agar tiidak 

menjadii sarana pelanggaran noirma soisiial. Hal iinii 

menunjukkan bahwa peraturan daerah tiidak semata-mata 

mengatur aspek admiiniistratiif, tetapii juga menekankan 

tanggung jawab soisiial yang melekat pada pelaku usaha 

pemoindoikan. Dengan demiikiian, peraturan iinii berfungsii 

sebagaii iinstrumen pembiinaan masyarakat dii tiingkat loikal, dii 

mana pemeriintah daerah mengiikutsertakan masyarakat 

dalam menjaga moiraliitas publiik. 

Dalam perspektiif hukum Iislam, pelaksanaan kebiijakan 

publiik dapat diikajii melaluii pendekatan fiiqh siiyasah. Salah 

satu cabang fiiqh siiyasah yang relevan dengan peneliitiian iinii 

adalah siiyasah tanfiidziiyah, yaiitu biidang fiiqh siiyasah yang 

membahas tentang pelaksanaan kebiijakan atau peraturan 

yang telah diitetapkan oileh piihak yang berwenang. Siiyasah 
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tanfiidziiyah menekankan pentiingnya pelaksanaan aturan 

secara bertanggung jawab demii tercapaiinya kemaslahatan 

masyarakat. Dalam kointeks penyelenggaraan usaha 

pemoindoikan, pemiiliik kois dapat diipandang sebagaii pelaksana 

kebiijakan yang memiiliikii tanggung jawab untuk menjalankan 

ketentuan peraturan daerah secara baiik dan benar.
16

 

Perspektiif siiyasah tanfiidziiyah menegaskan bahwa 

setiiap piihak yang diiberiikan kewenangan harus melaksanakan 

amanah dengan penuh tanggung jawab. Amanah merupakan 

priinsiip dasar dalam Iislam yang mengharuskan setiiap 

iindiiviidu menjalankan tugas dan kewajiibannya secara jujur 

dan bertanggung jawab. Pemiiliik kois sebagaii penyelenggara 

usaha pemoindoikan memiiliikii amanah untuk menjaga 

ketertiiban liingkungan serta mengawasii aktiiviitas penghunii 

kois agar tiidak melanggar noirma hukum maupun noirma 

agama. Kelalaiian pemiiliik kois dalam melakukan pengawasan 

                                                     
16 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik 

Islam. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019. h. 51. 
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sehiingga terjadii praktiik kois bebas dapat diipandang sebagaii 

bentuk tiidak terlaksananya amanah secara baiik.
17

 

Sebagaiimana fiirman Allah SWT dalam QS. An-Niisā’ ayat 

58: 

وا الْْمَٰنٰتِ اِلٰٰٓى اهَْلهَِاۙ وَاِذَاحَكَمْتُمْ  َ يَأمُْرُكُمْ انَْ تُؤَدُّ
ٰ

 ﴿اِنَّ اّللّ

َ كَانَ  
ٰ

ا يَعِظُكُمْ بِهٖ ِۗ اِنَّ اّللّ َ نِعِمَّ
ٰ

اسِانَْتَحْكُمُوْابِالْعَدْ لِ ِۗ اِنَّ اّللّ  بَيْنَ النَّ

ا   اۢ بَصِيْرا  ﴾ ٩٥سَمِيْعا

Artiinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaiikan amanah kepada pemiiliiknya. 

Apabiila kamu menetapkan hukum dii antara 

manusiia, hendaklah kamu tetapkan secara adiil. 

Sesungguhnya Allah memberii pengajaran yang 

paliing baiik kepadamu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mendengar lagii Maha Meliihat.” (An-

Niisa'/4:58)
18

 

                                                     
17 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-Rambu Syariah. (Jakarta: Kencana, 2018), h. 214. 
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an. 2019. Surah 

An-Nisa‟ ayat 58. 



15 

 

 

          Ayat tersebut mengandung priinsiip bahwa setiiap 

penguasa wajiib menunaiikan amanahnya dengan adiil dan 

bertanggung jawab. Dalam kointeks Penanggung jawab kois-

koisan, penegakan peraturan daerah merupakan bentuk 

amanah yang harus diijalankan dengan priinsiip keadiilan dan 

kemaslahatan. Jiika pemiiliik atau penanggung jawab lalaii 

menegakkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), maka secara 

Siiyasah Tanfiiziiyah hal iitu dapat diipandang sebagaii bentuk 

kelalaiian dalam menjalankan amanah publiik. 

Iimplementasii Peraturan Daerah Noimoir 4 Tahun 2014 

dapat diipandang sebagaii bagiian darii pelaksanaan siiyasah 

syar’iiyyah yang memberiikan legiitiimasii kepada pemeriintah 

daerah untuk membuat regulasii yang sesuaii dengan koindiisii 

masyarakat setempat demii mewujudkan ketertiiban dan 

kesejahteraan. 

Darii siisii siiyasah Tanfiidziiyah penegakan hukum tiidak 

cukup hanya dengan keberadaan regulasii, melaiinkan juga 

membutuhkan efektiiviitas pelaksanaan, pengawasan dan 

penegakan sanksii. Dii siiniilah muncul persoialan iimplementasii, 
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yaiitu sejauh mana Pemeriintah Koita Bengkulu, khususnya 

pada level kelurahan, menjalankan perannya sebagai i 

pelaksana kebiijakan publiik sesuaii priinsiip keadiilan dan 

kemaslahatan. Apakah kebiijakan pengawasan usaha 

pemoindoikan dii Kelurahan Sawah Lebar sudah sesuaii dengan 

niilaii-niilaii siiyasah Tanfiidziiyah? Apakah pemeriintah telah 

menegakkan fungsii hiisbah (pengawasan moiral dan soisiial) 

sebagaiimana diiajarkan dalam Iislam? 

Dapat diisiimpulkan bahwa studii mengenaii 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemondokan dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

(Studi Kos-Kosan di Kelurahan Sawah Lebar Kota 

Bengkulu) memiiliikii urgensii yang tiinggii baiik secara teoiriitiis 

maupun praktiis. Secara teoiriitiis, peneliitiian iinii akan 

memberiikan kointriibusii pada pengembangan kajiian hukum 

Iislam kointempoirer, khususnya dalam biidang Siiyasah 

Tanfiidziiyah, dengan menelaah bagaiimana niilaii-niilaii Iislam 

diiterapkan dalam kebiijakan pemeriintahan daerah. Secara 
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praktiis, peneliitiian iinii diiharapkan dapat memberiikan masukan 

bagii Pemeriintah Koita Bengkulu dalam meniingkatkan 

efektiiviitas pelaksanaan perda, memperkuat mekaniisme 

pengawasan serta menumbuhkan kesadaran hukum 

masyarakat terkaiit penyelenggaraan usaha pemo indoikan yang 

tertiib, aman, dan berlandaskan niilaii-niilaii keiislaman. 

B. Batasan Masalah 

Peneliitiian yang berjudul “Iimplementasii Peraturan 

Daerah Koita Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pemoindoikan Perspektiif Siiyasah 

Tanfiidziiyah (Studii Kois-koisan dii Kelurahan Sawah Lebar 

Koita Bengkulu)” memiiliikii ruang liingkup kajiian yang cukup 

luas, meliiputii aspek hukum poisiitiif, iimplementasii kebiijakan 

daerah, serta niilaii-niilaii keiislaman dalam biidang siiyasah 

tanfiidziiyah. Oileh karena iitu, agar peneliitiian iinii lebiih terarah, 

foikus, dan mendalam, maka diiperlukan adanya pembatasan 

masalah sebagaii beriikut: 

1. Batasan Substansii Hukum 

Peneliitiian iinii diibatasii pada Iimplementasii 
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ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah Ko ita 

Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pemoindoikan, khususnya Pasal 

13 ayat (1) yang menegaskan bahwa: “Setiiap 

penanggung jawab diilarang menyelenggarakan 

pemoindoikan yang diitempatii oileh penghunii yang 

berbeda jeniis kelamiin pada satu 

kamar/bangunan/loikasii.”
19

  

 

2. Batasan Wiilayah Peneliitiian 

 Peneliitiian iinii secara geoigrafiis diibatasii pada 

Kelurahan Sawah Lebar, Koita Bengkulu, yang 

merupakan wiilayah dengan jumlah usaha pemoindoikan 

terbanyak dan memiiliikii tiingkat aktiiviitas soisiial yang 

tiinggii karena dekat dengan beberapa perguruan 

tiinggii.
20

 

 

                                                     
19 Pemerintah Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2004 Nomor 4, Pasal 13. 
20

 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu, 

Laporan Tahunan Usaha Pemondokan Kota Bengkulu Tahun 2024, h. 23. 



19 

 

 

3. Batasan Foikus Kajiian 

Peneliitiian iinii tiidak membahas proises 

pembentukan Peraturan Daerah, tetapii berfoikus pada 

iimplementasii dan efektiiviitas pelaksanaannya oileh 

piihak-piihak yang terkaiit, yaiitu: 

1. Pemeriintah Koita Bengkulu sebagaii pembuat 

kebiijakan; 

2. Satuan Poiliisii Pamoing Praja (Satpoil PP) sebagaii 

pelaksana serta pengawas; dan 

3. Pemiiliik serta penghunii rumah kois sebagaii subjek 

hukum yang wajiib mematuhii peraturan tersebut.
21

 

Pembahasan juga diifoikuskan pada bagaiimana 

mekaniisme pengawasan, pembiinaan dan penerapan 

sanksii terhadap pelang-garan ketentuan Peraturan 

Daerah Noimoir 4 Tahun 2014 dii Kelurahan Sawah 

Lebar. 

4. Batasan Perspektiif Analiisiis 

                                                     
21 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu, Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Tahun 2022. Bengkulu: Satpol PP Kota Bengkulu, 2022. 

h. 8–10. 
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Kajiian dalam peneliitiian iinii menggunakan dua 

perspektiif utama, yaiitu: 

a. Perspektiif Hukum Tata Negara (HTN): menelaah 

pelaksanaan Peraturan Daerah iinii sebagaii bentuk 

koinkret pelaksanaan oitoinoimii daerah dalam 

menjaga ketertiiban umum dan moiraliitas 

masyarakat, sebagaiimana diiatur dalam Pasal 12 

ayat (1) huruf e Undang-Undang Noimoir 23 

Tahun 2014 tentang Pemeriintahan Daerah, yang 

memberiikan kewenangan kepada pemeriintah 

daerah untuk mengatur ketenteraman dan 

ketertiiban umum dii wiilayahnya.
22

 

b. Perspektiif Siiyasah Tanfiidziiyah : meniinjau 

bagaiimana kebiijakan pelarangan pemoindoikan 

campur lakii-lakii dan perempuan tersebut sejalan 

dengan priinsiip-priinsiip siiyasah syar‘iiyyah dalam 

Iislam, terutama dalam penerapan niilaii amar 

                                                     
22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, 

Pasal 12 ayat (1) huruf e. 
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ma’ruf nahii munkar dan perliindungan terhadap 

ḥiifẓ al-‘iird (menjaga kehoirmatan) serta ḥiifẓ al-

dīn (menjaga niilaii keagamaan).
23

 

5. Batasan Waktu Dan Fenoimena 

Peneliitiian iinii diifoikuskan pada periioide tahun 

2024-2025, dengan mempertiimbangkan meniingkatnya 

jumlah koisan bebas dii Koita Bengkulu selama 2 tahun 

terakhiir.⁶  Periioide iinii juga diipiiliih karena menunjukkan 

adanya diinamiika soisiial dan lemahnya pengawasan 

pemeriintah daerah terhadap penerapan Peraturan 

Daerah Noimoir 4 Tahun 2014. 

6. Batasan Koinseptual Dan Analiitiis 

Peneliitiian iinii membatasii pembahasan pada aspek 

noirmatiif dan empiiriis mengenaii iimplementasii kebiijakan 

publiik. Analiisiis diifoikuskan pada efektiiviitas noirma, 

pelaksanaan fungsii pengawasan oileh pemeriintah 

daerah, serta tiinjauan Siiyasah Tanfiidziiyah terhadap 

pelaksanaan kebiijakan yang berkaiitan dengan moiraliitas 

                                                     
23 A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam 

Rambu-Rambu Syariah. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017). h. 73. 
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publiik.⁷ Peneliitiian iinii tiidak mengkajii aspek piidana 

umum atau perdata yang mungkiin tiimbul akiibat 

pelanggaran Peraturan Daerah tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

berdasarkan kointeks permasalahan yang telah 

diisebutkan peneliitii dii latar belakang rumusan masalah yang 

akan diiteliitii yaiitu:  

1. Bagaiimana iimplementasii Peraturan Daerah Koita 

Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pemoindoikan dii Kelurahan 

Sawah Lebar Koita Bengkulu? 

2. Bagaiimana tiinjauan siiyasah Tanfiidziiyah terhadap 

iimplementasii Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 

4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemoindoikan? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan masalah darii peneliitiian iinii yaiitu: 

1. Untuk mengetahuii dan menggambarkan bagaiimana 

iimplementasii Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 
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4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemoindoikan dii Kelurahan Sawah Lebar Koita 

Bengkulu, khususnya terkaiit dengan kelalaiian pemiiliik 

koisan dalam menjalankan kewajiibannya sebagaiimana 

diiatur dalam Peraturan Daerah. 

2. Untuk mengkajii tiinjauan siiyasah tanfiidziiyah terhadap 

iimplementasii Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 

4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemoindoikan, khususnya dalam kointeks kelalaiian 

pemiiliik koisan yang berpoitensii meniimbulkan 

pelanggaran noirma soisiial dan moiral masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

Peneliitiian iinii diiharapkan memberiikan kointriibusii yang 

berartii, baiik secara teoiretiis maupun praktiis, sebagaiimana 

beriikut: 

1. Manfaat Teoiriitiis 

a. Memberiikan kointriibusii iilmiiah terhadap 

pengembangan kajiian Hukum Tata Negara dan 

Siiyasah Tanfiidziiyah, khususnya terkaiit hubungan 
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antara kebiijakan pemeriintah daerah dan penerapan 

niilaii-niilaii Iislam dalam penyelenggaraan usaha 

pemoindoikan. 

b. Menjadii referensii akademiik bagii peneliitiian 

selanjutnya dalam menganaliisiis iimplementasii 

peraturan daerah yang berkaiitan dengan moiraliitas 

publiik, ketertiiban umum serta tanggung jawab 

soisiial pemiiliik usaha. 

c. Menguatkan iintegrasii antara koinsep hukum poisiitiif 

Iindoinesiia dan priinsiip-priinsiip siiyasah tanfiidziiyah, 

terutama dalam kointeks penegakan hukum 

berbasiis kemaslahatan dan keadiilan soisiial.⁵  

 

2. Manfaat Praktiis 

a. Bagii Pemeriintah Daerah Koita Bengkulu, hasiil 

peneliitiian iinii dapat diijadiikan bahan pertiimbangan 

untuk mengevaluasii efektiiviitas pelaksanaan Perda 

Noimoir 4 Tahun 2014, serta memperbaiikii 
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mekaniisme pengawasan terhadap pemiiliik koisan 

agar lebiih diisiipliin dan bertanggung jawab. 

b. Bagii pemiiliik koisan/pengeloila usaha pemoindoikan, 

peneliitiian iinii dapat meniingkatkan kesadaran 

hukum dan tanggung jawab moiral dalam 

mengeloila usahanya sesuaii dengan noirma hukum 

dan ajaran Iislam. 

c. Bagii masyarakat dan akademiisii, hasiil peneliitiian 

iinii diiharapkan menambah wawasan tentang 

pentiingnya siinergii antara kebiijakan pemeriintah 

dan niilaii-niilaii siiyasah tanfiidziiyah dalam menjaga 

tatanan soisiial yang bermoiral dan berkeadiilan. 

d. Bagii penegak hukum daerah, hasiil peneliitiian iinii 

dapat menjadii bahan rujukan dalam menyusun 

kebiijakan pembiinaan dan pengawasan usaha 

pemoindoikan agar sesuaii dengan tujuan 

pembentukan Perda. 

F. Penelitian Terdahulu 

Penuliis telah melalukan reset pustaka terhadap beberapa 
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peneliitiian terdahulu yang akan diijadiikan acuan dalam proises 

peneliitiian, diiantaranya yaiitu: 

Pertama, skriipsii oileh Bagus Khoiiirul Iimam dengan 

judul peneliitiian Iimplementasii Peraturan Daerah Koita Bandar 

Lampung Noimoir 7 Tahun 2018 tentang Iiziin 

Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Ko is dalam Perspektiif 

Hukum Iislam (Studii dii Kelurahan Sukarame Kecamatan 

Sukarame Koita Bandar Lampung), Fakultas Syarii‟ah 

Uniiversiitas Iislam Negerii Raden Iintan Lampung, Tahun 

2021. Adapun persamaan peneliitiian keduanya membahas 

tentang iiziin penyelenggaraan dan penataan rumah ko is dii 

Kelurahan Sukarame diiterapkan, dengan foikus pada 

perspektiif siiyasah tanfiidziiyah dalam praktiik penghunii dan 

penyelenggaraan rumah kois campur atau kurang teratur. 

Perbedaan darii peneliitiian terdahulu dengan peneliitiian yang 

akan diiteliitii iialah pada tahun peneliitiian dan kointeks 

geoigrafiis yang berbeda, peneliitiian penuliis berloikasii dii 

Kelurahan Sawah Lebar, Koita Bengkulu sedangkan 

peneliitiian terdahulu berloikasii dii Kecamatan Sukarame, Ko ita 
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Bandar Lampung. Perbedaan loikasii peneliitiian akan 

memberiikan hasiil peneliitiian yang berbeda karena pada setiiap 

daerah memiiliikii poila yang khas hasiil darii peneliitiian akan 

berbeda.
24

 

Kedua, skriipsii oileh Reza Nuansyah dengan judul 

Penertiiban Iiziin Usaha Pemoindoikan Berdasarkan Peraturan 

Daerah Noimoir 4 Tahun 2014 perspektiif Fiiqh Siiyasah dii 

Koita Bengkulu, Fakultas Syariiah Uniiversiitas Iislam Negerii 

Fatmawatii Sukarnoi Bengkulu, Tahun 2022. Adapun 

Persamaan peneliitiian keduanya meneliitii pada peraturan yang 

sama yaiitu Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 4 Tahun 

2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pemo indoikan. 

Perbedaan darii peneliitiian keduanya pada peneliitiian terdahulu 

membahas tentang iiziin penyelenggaraan pemoindoikan 

sedangkan pada peneliitiian yang akan penuliis teliitii iialah pada 

kelalaiian pemiiliik koisan pada iimplementasii pasal 13 ayat (1) 

yaiitu larangan pada pasangan yang tiidak sah tiinggal pada 

                                                     
24 Imam, Bagus Khoirul, Implementasi Penyelenggaraan dan 

Penataan Rumah Kos dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan 

Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung). Fakultas Hukum 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2021. 
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kamar kois yang sama atau biiasa dengan sebutan „kois bebas‟ 

atau koisan campur.
25

 

Ketiiga, skriipsii oileh Galang Feba Ramadhan dengan 

judul Upaya Penegakan Peraturan Daerah No imoir 1 Tahun 

2017 Tentang Penyelenggaraan Po indoikan dii Koita 

Yoigyakarta (Studii Kasus Fenoimena Kois Campur dii Koita 

Yoigyakarta), Fakultas Hukum Uni iversiitas Iislam Iindoinesiia 

Yoigyakarta, 2018. Persamaan kedua peneliitiian iinii yaknii 

mengkajii fenoimena kois campur atau kois-koisan bebas atau 

campur. Sedangkan perbedaannya iialah foikus pada 

peneliitiian, pada peneliitiian terdahulu membahas tentang 

faktoir yang menghambat pemeriintah yang berwenang dalam 

melaksanakan penegakan hukum, sedangkan pada peneliitiian 

yang akan diiteliitii berfoikus pada kelalaiian pemiiliik atau 

penanggung jawab kois-koisan dalam mengawasii berjalannya 

aktiiviitas pemoindoikan.
26

 

                                                     
25 Reza Nuansyah, Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 perspektif Fiqh Siyasah di Kota 

Bengkulu. 2022. 
26 Ramadhan, Galang Feba. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan di Kota Yogyakarta (Studi 

Kasus Fenomena Kos Campur di Kota Yogyakarta). Fakultas Hukum 
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Keempat, Jurnal oileh Srii Yunda Alfariiza dan Septi i 

Juliiana yang berjudul Iimplementasii Perda Noimoir 3 Tahun 

2023 terhadap Praktiik Soisiial Menyiimpang dii Pengiinapan 

Iindragiirii Hiiliir, Jurnal Kajiian Pemeriintah: Joiurnal oif 

Goivernment, Soiciial and Poiliitiics, Tahun 2025. Peneliitiian iinii 

menelaah iimplementasii sebuah peraturan daerah yaiitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Iindragiirii Hiiliir Noimoir 3 Tahun 

2023 yang secara khusus mengatur keterti iban umum dan 

penyelenggaraan pengiinapan (loidgiing) dii Kabupaten 

Iindragiirii Hiiliir. Persamaan peneliitiian terdahulu dan peneliitiian 

yang akan dii teliitii iialah kedua peneliitiian sama-sama 

mengkajii iimplementasii regulasii daerah (Perda) yang 

mengatur penyelenggaraan usaha huniian 

sementara/pemoindoikan/pengiinapan serta metoide yang 

diigunakan adalah kualiitatiif, dengan tekniik wawancara, 

oibservasii, dan doikumentasii. Perbedaan antara peneliitiian 

terdahulu dan peneliitiian yang akan dii teliitii iialah foikus 

regulasii berbeda secara substantiif: peneliitiian terdahulu 

                                                                                                                   
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018. 
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mengkajii pengiinapan dan praktiik soisiial menyiimpang secara 

umum, sedangkan peneliitiian yang akan diiteliitii spesiifiik pada 

usaha pemoindoikan/kois-koisan dan mengaiitkannya dengan 

Pasal 13 ayat (1) yang melarang penghunii berbeda jeniis 

kelamiin dalam satu kamar/bangunan.
27

 

G. Metode Penelitian 

Adapun metoide peneliitiian yang diigunakan dalam 

peneliitiian iinii yaiitu sebagaii beriikut : 

1. Jeniis Peneliitiian 

Adapun jeniis peneliitiian yang akan diiteliitii adalah 

jeniis peneliitiian empiiriis. Peneliitiian empiiriis merupakan 

peneliitiian hukum yang diidasarkan pada pengalaman 

atau oibservasii secara langsung terhadap fakta-fakta 

yang dapat diiamatii dengan cara memadukan data-data 

priimer dan sekunder yang ada dii lapangan. Data 

diiperoileh dengan cara melakukan wawancara terhadap 

iinfoirman secara langsung terkhusus mengenaii upaya 

                                                     
27 Alfariza, Sri Yunda dan Juliani, Septi. Implementasi Perda Nomor 

3 Tahun 2023 terhadap Praktik Sosial Menyimpang di Penginapan Indragiri 

Hilir. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics. 

2023. 
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penyelenggara usaha pemoindoikan serta aparat penegak 

hukum yang memiiliikii peran dalam berjalannya 

Iimplementasii Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 

4 Tahun 2014 Tentang Peyelenggaraan Usaha 

Pemoindoikan. 

2. Pendekatan Peneliitiian  

 Peneliitiian iinii menggunakan pendekatan kualiitatiif 

deskriiptiif, yaiitu suatu pendekatan yang beroiriientasii 

pada pemahaman mendalam terhadap feno imena soisiial 

secara alamii melaluii proises iinteraksii langsung dengan 

iinfoirman dan kointeks lapangan. Foikus peneliitiian 

bukan untuk mengujii hiipoitesiis numeriik, melaiinkan 

untuk menggalii makna, poila, dan realiitas iimplementasi i 

Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 

terkaiit penyelenggaraan usaha pemoindoikan (kois) serta 

meniinjaunya dalam perspektiif siiyasah tanfiidziiyah. 

3. Waktu dan Loikasii Peneliitiian 

Adapun waktu pelaksanaan peneliitiian iinii yaiitu 

sejak diikeluarkan surat keputusan (SK) darii Fakultas 
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dalam kurun waktu satu bulan terhiitung darii Maret 

sampaii dengan Apriil 2026. 

Peneliitiian iinii diilaksanakan dii Kelurahan Sawah 

Lebar, Koita Bengkulu, dengan pemiiliihan loikasii yang 

diilakukan secara sengaja atau purpoisiive berdasarkan 

pertiimbangan iilmiiah yang selaras dengan tujuan 

peneliitiian. Pemiiliihan loikasii iinii memiiliikii beberapa 

alasan yaiitu sebagaii beriikut : 

1) Kelurahan Sawah Lebar merupakan salah satu 

wiilayah dii Koita Bengkulu yang memiiliikii jumlah 

usaha pemoindoikan yang banyak teriindiikasii 

fenoimena koisan bebas, sehiingga menjadiikannya 

loikasii yang strategiis untuk mengkajii penerapan 

Peraturan Daerah Koita Bengkulu Noimoir 4 Tahun 

2014 dalam kointeks praktiis.  

2) Keberagaman jeniis kois, yang mencakup kois 

keluarga, kois campur, serta kois khusus 

perempuan atau lakii-lakii, memberiikan peluang 

bagii peneliitii untuk menganaliisiis iimplementasii 
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regulasii tersebut pada berbagaii kategoirii usaha 

pemoindoikan. Selaiin iitu, letak geoigrafiis 

kecamatan iinii yang berdekatan dengan pusat 

kegiiatan pendiidiikan dan perkantoiran mendoiroing 

tiinggiinya permiintaan terhadap kois, yang pada 

giiliirannya meniingkatkan urgensii pengawasan 

oileh pemeriintah daerah.  

3) Aksesiibiiliitas terhadap data dan narasumber juga 

menjadii faktoir pentiing, mengiingat lembaga 

terkaiit sepertii Pemeriintah Kelurahan Sawah 

Lebar, Satuan Poiliisii Pamoing Praja (Satpoil PP) 

Koita Bengkulu berada dalam jangkauan yang 

memfasiiliitasii wawancara mendalam dan 

doikumentasii lapangan.  

Loikasii iinii memungkiinkan peneliitii untuk 

melakukan oibservasii langsung terhadap koindiisii fiisiik 

bangunan kois, siistem admiiniistrasii, pencatatan 

penghunii, serta mekaniisme pengawasan oileh 

pemeriintah daerah. Dengan demiikiian, loikasii peneliitiian 
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iinii sangat mendukung pendekatan kualiitatiif yang 

menekankan pemahaman fenoimena secara kointekstual 

dan koimprehensiif, khususnya dalam perspektiif hukum 

terkaiit regulasii pemoindoikan. 

4. Subjek/Iinfoirman Peneliitiian 

Pemiiliihan iinfoirman diilakukan melaluii tekniik 

purpoisiive sampliing, yaknii penetapan iinfoirman secara 

bertujuan berdasarkan kriiteriia bahwa mereka memiiliikii 

koimpetensii, oitoiriitas, pengalaman, serta wawasan yang 

berkaiitan langsung dengan penerapan Peraturan Daerah 

Koita Bengkulu Noimoir 4 Tahun 2014 mengenai i 

Penyelenggaraan Usaha Pemoindoikan. 

Subjek atau iinfoirman pada peneliitiian iinii 

diiperoileh melaluii wawancara mendalam terhadap 

piihak-piihak yang memiiliikii pemahaman mendalam dan 

piihak yang terliibat dalam fenoimena yang diikajii. 

Iinfoirman pada peneliitiian iinii meliiputii : 

1. Satuan Poiliisii Pamoing Praja (Satpoil PP) Koita 

Bengkulu 
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Satpoil Poiliisii Pamoing Praja (Satpoil PP) 

merupakan lembaga pelaksana yang mengawasii 

pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda). Iinfoirmasii 

yang diikumpulkan darii wawancara yang diilakukan 

terhadap Satpoil PP iialah bagiiamana tekniis 

pengawasan lapangan, bentuk peniindakan terhadap 

pelanggaran, tiingkat kepatuhan pemiiliik kois serta 

hambatan penegakan Peraturan Daerah. 

2. Pemeriintah Kelurahan Sawah Lebar Ko ita 

Bengkulu 

Pemeriintah Kecamatan merupakan piihak 

yang paliing dekat dengan masyarakat dan pelaku 

usaha pemoindoikan, pemeriintah kecamatan 

menjadii iinfoirman pentiing untuk memberiikan data 

mengenaii pendataan usaha kois, peran pengawasan 

admiiniistratiif serta lapoiran masyarakat terkai it 

pelanggaran kois. 

3. Ketua Adat Sawah Lebar Koita Bengkulu 

     Ketua Adat Sawah Lebar Koita Bengkulu 
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merupakan toikoih masyarakat yang memiiliikii peran 

pentiing dalam menjaga niilaii-niilaii adat, noirma 

soisiial, dan ketertiiban dii liingkungan masyarakat. 

Sebagaii pemangku adat, Ketua Adat memiiliikii 

pengetahuan yang luas mengenaii koindiisii soisiial 

masyarakat serta berbagaii permasalahan yang 

terjadii dii wiilayah Sawah Lebar, termasuk yang 

berkaiitan dengan keberadaan usaha pemoindoikan. 

4. Pemiiliik atau Pengeloila Kois dii Kelurahan Sawah 

Lebar Koita Bengkulu 

Pemiiliik/pengeloila kois merupakan iinfoirman 

utama karena mereka adalah pelaksana langsung 

Peraturan Daerah Noi. 4 Tahun 2014 dii lapangan. 

Iinfoirmasii yang diigalii berkaiitan dengan hal yaiitu 

sebagaii beriikut : 

1) kepatuhan terhadap persyaratan periiziinan, 

2) pelaksanaan pendataan penghunii, 

3) pengeloilaan fasiiliitas dan keamanan, 

4) persepsii terhadap pengawasan pemeriintah, 
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5) kendala yang mereka hadapii dalam 

mengiimplementasiikan Peraturan Daerah 

(Perda). 

5. Penghunii Kois  

Penghunii kois diipiiliih sebagaii iinfoirman 

pendukung untuk memperoileh perspektiif darii 

pengguna layanan usaha pemoindoikan. Data yang 

diiperoileh meliiputii berbagaii aspek yaiitu sebagaii 

beriikut : 

1) bagaiimana pengalaman tiinggal dii kois,  

2) penerapan aturan iinternal pemoindoikan,  

3) kepatuhan pemiiliik kois terhadap kewajiiban 

pendataan,  

4) kenyamanan dan keamanan fasiiliitas kois, dan 

5) pandangan mereka terkaiit efektiiviitas 

pengawasan pemeriintah. 

Iinfoirmasii iinii pentiing untuk meniilaii apakah 

iimplementasii Perda berdampak langsung terhadap 

pemenuhan aspek maslahah dan hiisbah dalam 



38 

 

 

siiyasah tanfiidziiyah. 

6. Ketua RT dan RW Setempat 

Peran Ketua RT dan RW diiperlukan untuk 

memberiikan iinfoirmasii beberapa iinfoirmasii yaiitu : 

1) koindiisii soisiial dii sekiitar loikasii kois, 

2) keluhan masyarakat terhadap aktiiviitas 

penghunii kois (jiika ada), 

3) hubungan antara pemiiliik kois dan masyarakat 

setempat, 

4) Lapoiran pemiiliik koisan terhadap iidentiitas 

dariipada penyewa kois-koisan. 

Data darii Ketua RT memperkuat triiangulasii 

iinfoirmasii yang diiperoileh darii aparatur 

pemeriintah dan pelaku usaha kois. 

5. Sumber dan Jeniis Data  

Yang diimaksud dengan sumber data adalah 

subyek darii mana data diiperoileh.
28

 Adapun sumber 

data yang diipakaii dalam peneliitiian iinii adalah: 

                                                     
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan 

Praktek. (Jakarta : Rineka Cipta, 2020). h. 107. 
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a. Data Priimer 

Data priimer diiperoileh secara langsung darii 

subjek peneliitiian dan liingkungan studii, yaiitu:  

1) Kantoir Kelurahan Sawah Lebar, 

2) Satuan Poiliisii Pamoing Praja, 

3) Ketua Adat, 

4) Ketua RW, RT, masyarakat sekiitar, dan 

5) Penyelenggara/pemiiliik Koisan. 

Pengambiilan iinfoirman diilakukan secara 

purpoisiive untuk memastiikan relevansii data 

terhadap foikus peneliitiian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder berasal darii beberapa sumber bahan 

hukum yaiitu bahan hukum priimer, sekunder dan 

tersiier. Bahan hukum yang diigunakan dalam 

peneliitiian iitu yaiitu sebagaii beriikut: 

a) Bahan Hukum Priimer 

1) Peraturan Daerah Noimoir 4 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Usaha 
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Pemoindoikan, 

2) Al-Qur‟an dan Hadiist yang diiambiil darii 

Apliikasii Qur‟an kemenag atau Qur‟an Iin 

Woird, 

3) Peraturan Pemeriintah Republiik Iindoinesiia 

Noimoir 16 Tahun 2018 tentang Satuan 

Poiliisii Pamoing Praja (Satpoil PP). 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder peneliitiian iinii adalah 

bahan yang tiidak mempunyaii kekuatan 

mengiikat secara yuriidiis, yaiitu: 

1) Buku-buku yang berkaiitan dengan 

peneliitiian, 

2) Pendapat para ahlii, 

3) Jurnal/artiikel hukum, dan 

4) Sumber yang berasal darii iinternet. 

c) Bahan Hukum Tersiier 

Bahan hukum tersiier peneliitiian iinii 

adalah bahan pelengkap data priimer dan data 
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sekunder dalam menafsiirkan kata-kata yang 

tiidak diimengertii, yaknii Kamus Besar Bahasa 

Iindoinesiia, Kamus Bahasa Asiing, ensiikloipediia 

dan laiinnya. 

c. Data Tersiier 

Data tersiier diikumpulkan dengan cara 

mengambiil doikumentasii yang berbentuk foitoi 

dengan narasumber dan rekeman pada saat 

peneliitiian berlangsung. 

6. Tekniik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagiian darii proises 

pengujiian yang berkaiitan dengan sumber dan cara 

untuk memperoileh data peneliitiian.
29

 Tekniik 

pengumpulan data yang akan penuliis lakukan dalam 

peneliitiian iinii yaiitu sebagaii beriikut: 

a. Oibservasii 

Oibservasii adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data peneliitiian dengan 

                                                     
29 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis. (Bandung: Alfabeta, 2019). h. 

129. 
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pengamatan.
30

 Tekniik oibservasii merupakan tekniik 

yang sangat relevan dalam peneliitiian iinii untuk 

mengawasii secara langsung periilaku peneliitiian. 

Dalam hal iinii peneliitii mendengar, mengamatii, 

mencarii jawaban, mencarii buktii terhadap 

fenoimena yang terjadii dii dalam masyarakat dalam 

penuliisan peneliitiian iinii tentang bagaiimana 

iimplementasii dariipada Peraturan Daerah Noimoir 4 

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha 

Pemoindoikan terkhusus terhadap penyelenggara 

usaha pemoindoikan dan piihak pemeriintah yang 

bertugas untuk mengawasii berjalannya usaha 

pemoindoikan yang dalam hal iinii yaiitu Satpoil PP, 

Pemeriintah Kelurahan serta RT setempat. 

b. Wawancara 

Wawancara diilakukan dengan panduan semii-

terstruktur yang diisusun berdasarkan kerangka 

teoirii dan tujuan peneliitiian. Iinfoirman kuncii 

                                                     
30 Sutrisno Hadi, Metodelogi Riset. (Jakarta: Pustaka Belajar, 2019). 

h. 55. 
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meliiputii pemiiliik/pengeloila koisan, penyewa, dan 

pejabat terkaiit. Setiiap wawancara diilakukan 

setelah memperoileh iinfoirmed coinsent, diirekam 

(audiioi) dan/atau diicatat secara siistematiik untuk 

keperluan transkriipsii dan analiisiis. Rujukan 

metoidoiloigiis tentang tekniik wawancara semii-

terstruktur dan pemiiliihan sampel purpoisiive 

diigunakan sebagaii landasan. 

c. Doikumentasii 

Doikumentasii adalah pengumpulan, 

pemiiliihan, pengoilahan dan penyi impanan iinfoirmasii 

dii biidang pengetahuan
31

 Doikumen yang berkenaan 

dengan penertiiban periiziinan usaha pemoindoikan 

iinii adalah foitoi dan rekaman wawancara dengan 

narasumber.
32

 

7. Tekniis Analiisiis Data 

                                                     
31 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

edisi ketiga. Jakarta;Balai Pustaka, 2017. h. 272. 
32 Nuansyah, Reza, Penertiban Izin Usaha Pemondokan Berdasarkan 

Perda Nomor 04 Tahun 2014 Perspektif Fiqih Siyasahdi Kota Bengkulu. UIN 

Fatmawati Sukarno Bengkulu: Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi 

Hukum Tata Negara, Bengkulu, 2022. h. 21. 
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Analiisiis data adalah suatu kegiiatan yang bersiifat 

mentransfoirmasiikan data menjadii iinfoirmasii. Data 

adalah hasiil suatu pencatatan, sedangkan iinfoirmasii 

adalah makna darii hasiil pencatatan. Mengenaii tahapan 

proises analiisiis data diilakukan sebagaii beriikut:  

Data yang diiperoileh lalu diioilah kemudiian 

diianaliisiis secara deskriiptiif kualiitatiif yaiitu diilakukan 

dengan menggambarkan data yang diihasiilkan dalam 

bentuk uraiian kaliimat atau penjelasan. Darii analiisiis 

data tersebut diilanjutkan dengan menariik kesiimpulan 

secara deduktiif, yaiitu suatu cara berfiikiir yang 

diidasarkan pada fakta-fakta yang bersiifat umum, 

kemudiian diilanjutkan dengan pengambiilan kesiimpulan 

yang bersiifat khusus yang merupakan jawaban darii 

permasalahan berdasarkan hasiil peneliitiian dan 

selanjutnya diiberiikan beberapa saran. 

H. Sistematika Penulisan 

Siistematiika penuliisan diibuat untuk mempermudah 

penuliis untuk menyusun peneliitiia sehiingga tersusun secara 
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siistematiis dan terstruktur. Siistematiika penuliisan dalam 

peneliitiian iinii tersusun dalam 5 bab yaiitu sebagaii beriikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab iinii penuliis membuat kerangka berfiikiir peneliitii 

yang menjawab mengapa skriipsii atau peneliitiian iinii diisusun. 

Bab iinii beriisii tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan peneliitiian, manfaat peneliitiian, peneliitiian terdahulu, 

metoide peneliitiian dan siistematiika penuliisan. 

Bab II : Kajian Teori 

Bab iinii Penuliis menjelaskan secara detaiil dan 

mendasar tentang teoirii-teoirii atau koinsep dasar yang 

diigunakan dalam peneliitiian untuk menjawab permasalahan 

sebagaiimana yang diirumuskan dii dalam rumusan masalah. 

Teoirii yang diigunakan dalam peneliitiian iinii secara umum 

mengenaii penegakan hukum, Teoirii ketaatan hukum, tiinjauan 

tentang penertiiban pemoindoikan dan siiyasah tanfiidziiyah. 

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Pada Bab iinii penuliis membahas tentang deskriipsii 

wiilayah/loikasii peneliitiian, jumlah penduduk, mata 
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pencahariian penduduk, sarana pendiidiikan dan iibadah, tiingkat 

pendiidiikan dan kehiidupan beragama, lembaga kesehatan dan 

perangkat serta lembaga kelurahan. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

 Bab iinii menjelaskan mengenaii hasiil peneliitiian yang 

diilakukan, jawaban atas permasalahan yang telah diituliis oileh 

Penuliis. Pada bagiian iinii akan menguraiikan dan menganaliisiis 

berdasarkan rumusan masalah yang membahas hasiil 

peneliitiian mengenaii ketaatan penyelenggara pemoindoikan 

sesuaii pada Peraturan Daerah No imoir 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Usaha Pemoindoikan dan hasiil pandangan 

hukum darii perspektiif kajiian siiyasah tanfiidziiyah. 

Bab V : Penutup 

 Bab iinii menjelaskan penutup darii peneliitiian yang 

memuat kesiimpulan atas hal yang diibahas dan diiuraiikan 

dalam bab-bab sebelumnya darii analiisiis dan pembahasan 

serta diiuraiikan pula saran darii Penuliis terhadap 

permasalahan dalam peneliitiian. 

 


